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ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
KEPADA IMPORTIR DI KANTOR PELAYANAN DAN
PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TYPE A2

POLONIA MEDAN
Nama : Syamsurianto
NIM : 081801032
Program : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I : Drs. Heri Kusmanto
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Dalam rangka menerapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan
penelitian terhadap pemberlakuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB
(Pemberitahuan Impor Barang) dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.

Penelitian sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap PIB yang wajib
dilakukan pemeriksaan fisik maupun yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali
importir jalur prioritas.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan
Cukai Type A2 Polonia Medan dengan metode deskriftif kuantitatif. Jenis penelitian
adalah studi kasus yang didukung oleh survei serta sifat deskriptif eksplanatory.
Populasi dalam penelitian ini adalah para importir yang ada di kantor Pelayanan dan
Pengawasan Bea dan Cukai Type A2 Polonia Medan dan jumlah sampel sebanyvak 10
importir. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, daftar
pertanyaan dan studi dokumentasi.

Validitas instrumen penelitian diisi dengan menggunakan Data Base Harga
(DBH) yang fungsinya adalah:

a. Sebagai sarana (parameter) dalam kegiatan pengujian kewajaran
pemberlakuan nilai pabean dan

Merupakan data yang tersedia di daerah pabean

c. Sebagai test value dalam rangka identifikasi hubungan antara penjual dan
pembeli yang dapat mempengaruhi harga atau tidak
d. Sebagai salah satu sumber data untuk penyusunan DBH (Data Base Harga).

Kata-kata Kunci : Analisis Kebijakan, Sanksi Administrasi.
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kewenangan yang dimilikinya
berperan dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai unsur pelaksana tugas
Departemen Keuangan Rl dibidang Kepabeanan dan Cukai sejak ditetapkan UU
Nomor 10 Tahun 1995 dan dengan adanya perubahan dengan UU Nomor 17
Tahun 2006 tentang : Kepabeanan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
mendapatkan berbagai masukan dan keinginan masyarakat agar proses pelayanan
dan pengawasan lebih baik, cepat. mudah. murah berdasarkan transparansi dan
akuntabilitas publik dan perdagangan nasional dan internasional.

Berkenaan dengan investasi. UU ini memberikan fasilitas pembebasan
atau keringanan bea masuk terhadap barang impor dalam rangka penanaman
modal masuk dan sanksi administrasi berupa denda.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap
pelanggaran dibidang kepabeanan, Undang-Undang ini mengatur kesetaraan hak
dan kewajiban antara para importir dan aparat Direktorat Jenderal bea dan Cukai.

Bentuk reward dan punishment ditetapkan secara tegas, bahkan bagi aparat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terlibat dalam pelanggaran dibidang
kepabeanan dikenakan sanksi yang lebih berat. Dengan demikian diharapkan agar
para pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat Ilebih

meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya, sehingga citra Direktorat Jenderal
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Bea dan Cukai dimata masyarakat dan dunia menjadi lebih baik semua itu, Insyah
Allah akan bermuara pada peningkatan dan berkembangnya perekonomian
nasional secara umum.

Di samping itu, terdapat beberapa ketentuan yang jelas dan tegas dalam
upaya pemberantasan penyelundupan yaitu: dengan perbuatan-perbuatan yang
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperberat

sanksi bagi pelakunya untuk menimbulkan efek jera.

1. Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan
penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang pada dokumen PIB
(Pemberitahuan Impor Barang) dan semua dokumen yang menjadi
lampirannya dilakukan sesuai KEP-07/CC/2003 adalah sebagai berikut:

A. Penelitian kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada PIB.

B. Penelitian profil/ importir terhadap PIB yang nilai pabeannya tidak wajar
atau ditemukan data pembanding pada Data Base Harga I yang telah
ditetapkan oleh kantor Pusat Demokrat Jenderal Bea dan Cukai.

C. Penelitian kelengkapan dokumen serta lampirannya pada dokumen PIB.

D. Penelitian pembebanan tariff pos barang yang diberitahukan importir
dalam pemberitahuan dokumen PIB.

E. Penelitian pemeriksaan fisik barang yang diberitahukan importir lebih atau
kurang.

F. Penelitian harga barang yang diberitahukan dengan dokumen pendukung

(invoice) pada dokumen PIB.
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